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ABSTRAK

Menurut UUPA Pasal 22, Hak Milik atas tanah dapat terjadi sebagai berikut:Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan Pemerintah; Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Milik oleh Pemerintah itu harus berstatus sebagai tanah yang dikuasainya langsung oleh Negara atau perubahan dari hak yang dipunyainya oleh pemohon seperti Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan yang dilepaskan haknya, sehingga berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Tanah-tanah Hak Milik yang berasal dari pemberian hak oleh Pemerintah harus didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya (Badan Pertanahan Nasional) setempat, untuk mendapatkan tanda bukti hak yang disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997; Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang; Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena penetapan atau ketentuan undang-undang. Dalam UUPA terdapat ketentuan-ketentuan yang menetapkan terjadinya Hak Milik atas tanah karena undang-undang, yaitu di dalam ketentuan-ketentuan Konversi; Hak Milik atas tanah terjadi menurut Hukum Adat; Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA, terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, misalnya terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagain tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Agar pembukaan hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Disamping cara-cara tersebut, terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat di sementara daerah ialah dengan terjadinya tanah timbul atau Aanslibing yaitu pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut. Hal ini belum ada pengaturannya. Mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan Tanah Adat Dayak Benuaq, antara lain sebagai berikut: Belum tersedianya hukum tanah tertulis yang lengkap dan jelas; Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan: tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten; penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperoleh hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya; Belum diselenggarakan pendaftaran tanah yang efektif Di bidang-bidang hukum yang lain, tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap, jelas dan mudah diketahui ketentuan-ketentuannya serta yang dilaksanakan secara konsisten oleh para petugas pelaksana, pengadilan dan masyarakat sendiri, umumnya sudah cukup untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum di bidang yang bersangkutan. Misalnya di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara.
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan Tanah merupakan salah satu unsur esensial Pemerintah, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu conditio quanon. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan Pemerintah Cq. yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya hak milik atas tanah.

Di dalam masyarakat  hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala berbagai persekutuan hukum, seperti Kepala Adat atau Pengurus Desa. Sedangkan di lingkungan BW oleh seorang pejabat yang bertugas mengurus hal balik nama dari tanah eigendom, tanah erfpacht dan lain-lain (sekarang Kepala Kadaster). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu (Pasal 1 butir 24).

Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian itu, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat. Tanah merupakan modal utama bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal.

Maka  dari itu persekutuan setempat atau persekutuan wilayah bukan hanya merupakan persekutuan belaka, melainkan terutama persekutuan usaha dengan tanah selaku modal. Suatu perusahaan tempat pada dasarnya semua anggota persekutuan yang bersangkutan mempunyai dan memenuhi kewajiban serta sumber mereka terutama memperoleh kemungkinan membina penghidupannya.

Dari hasil  pengamatan penulis secara dekat melalui wawancara dengan Kepala Suku Adat, bahwa pemilikan tanah suku dayak benuaq di Kampung BentasKabupaten Kutai Barat memang sebagian besar dalam pemilikannya hanyalah disaksikan oleh para tetangga sebelah menyebelah. Kehidupan mereka difokuskan pada bercocok tanam dan juga selalu berpindah-pindah tempat. Dimana ada tanah kosong, disitulah mereka bercocok tanam untuk penghidupannya dan sewaktu-waktu tidak heran akan kembali lagi ke tempat semula. Disitulah sering terjadi permasalahan, dimana sewaktu mereka kembali ke tempat semula tersebut, telah ada yang memilikinya dengan bukti pemilikan Surat Segel dari kecamatan.

Berdasarkan  uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH  ADAT DAYAK BENUAQ DI KAMPUNG  BENTAS  KABUPATEN  KUTAI BARAT”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah terjadinya hak milik atas tanah dan bagaimana pula jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah masalah terjadinya hak milik atas tanah ?

2. Bagaimana pula jaminan kepastian hukum Kepemilikan Tanah Adat Dayak Benuq di Kampung Bentas Kubar ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Untuk mengembangkan pola berpikir masyarakat guna menempatkan posisi hukum sebagai sandaran berprilaku dan pemahaman tentang proses pemilikan tanah yang berdasarkan prosedur hukum. Juga memberikan kepada masyarakat bagaimana cara mengamankan hak atas tanah yang sudah diperoleh atau akan diperoleh. Mengamankan hak atas tanah berarti mencegah permasalahan.

2) Memberikan gambaran tentang pemilikan tanah yang diakui secara yuridis, khususnya terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pemilikan tanah adat tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang proses pemilikan tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Untuk sekedar memberikan masukan yang berupa pendapat bagi penyempurnaan hukum agraria yang erat relevansinya dengan hukum pembuktian, yang hingga saat ini mempunyai peran yang sangat dominan dalam kebutuhan di masyarakat.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah, sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
D. Metode dan Tehnik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di daerah Kampung BentasKabupaten Kutai Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Yuridis Sosiologis ( Empiris )
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungan langsung dengan penelitian (pihak Kepala Adat Dayak Benuaq), guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan juga perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang kepemilikan tanah adat dayak benuaq ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1960.
3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Masalah Terjadinya Hak Milik Atas Tanah di Kampung Bentas
Masyarkat Kampung Bentasdalam memperoleh hak milik atas tanah adat setempat pertama mereka melaporkan ke kepala adat untuk menggarap belukar yang belum ada orang yang pernah memilikinya sehingga setelah mereka menggarap belukar tersebut dan mereka menjadikan belukar yang sudah mereka garap sebagai hak miliknya karna menurut hasil rapat kepala adat dan masyarakat setempat itu sah menurut hukum adat desa dasak,  sehubungan dengan tanah pemilikan di Kampung BentasKabupaten Kutai Barat tersebut yaitu pemilikan tanah adat dayak yang hingga saat ini berstatus diragukan kepemilikannya, hal ini sebagai akibat tidak didaftarkannya tanah tersebut untuk keperluan pembuktian hak atas tanah. Sehingga dengan tidak didaftarkannya tanah tersebut, memberi peluang bagi pihak lain untuk memiliki / mengakui tanah tersebut dan pada akhirnya akan terjadi masalah / sengketa tanah.

Yang menjadi landasan yuridis daripada pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pembuktian hak atas tanah ialah Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA, nilai yuridis yang berusaha keras dicapai melalui pelaksanaan pendaftaran tanah ini ialah kepastian hukumnya yang merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menurut UUPA Pasal 22, Hak Milik atas tanah dapat terjadi sebagai berikut :

1. Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan Pemerintah

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Milik oleh Pemerintah itu harus berstatus sebagai tanah yang dikuasainya langsung oleh Negara atau perubahan dari hak yang dipunyainya oleh pemohon seperti Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan yang dilepaskan haknya, sehingga berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan atas pasal 22 UUPA, Pemerintah Cq. Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberian hak milik atas tanah negara, begitu juga menerima pelepasan hak milik. Adapun wewenang dan tata cara pemberian hak milik atas tanah negara, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.

Tanah-tanah Hak Milik yang berasal dari pemberian hak oleh Pemerintah harus didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya (Badan Pertanahan Nasional) setempat, untuk mendapatkan tanda bukti hak yang disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997.

2. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang

Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena penetapan atau ketentuan undang-undang. Dalam UUPA terdapat ketentuan-ketentuan yang menetapkan terjadinya Hak Milik atas tanah karena undang-undang, yaitu di dalam ketentuan-ketentuan Konversi. Adapun beberapa hak setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dikonversi menjadi Hak Milik ialah :

1) Hak Eigendom atas tanah yang ada, setelah berlakunya UUPA sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi Hak Milik, sepanjang yang mempunyai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 UUPA (Pasal I ayat (1) Ketentuan Konversi). Menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal dan sebelum tanggal 24 September 1960 datang pada Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Badan Pertanahan Nasional) untuk membuktikan kewarganegaraannya itu.

2) Hak Agrarisch Eigendom, Milik, Grant Sultan, Hak Usaha atas bekas tanah pertikelir, sejak mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi Hak Milik sepanjang yang mempunyai (pemegang haknya) memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UUPA (Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi). Hak Milik Adat dan hak-hak lainnya yang disebutkan dalam Pasal II Ketentuan Konversi, dikonversikan menjadi Hak Milik, jika orang yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Kemudian Badan Hukum yang mempunyainya memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 38 Tahun 1963 dan penggunaan tanahnya juga memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan.

3) Hak Gogolan, yang bersifat tetap mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi Hak Milik (Pasal VII ayat (1) Ketentuan Konversi). Pelaksanaan Konversi Hak Gogolan yang bersifat tetap, menjadi Hak Milik dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (sekarang Kepala Badan Pertahanan Nasional) yang bersangkutan menegaskan bahwa Gogolan itu benar dan bersifat tetap (SK Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri) No. SK.40/Ka/1964-DD/8/1/32 tentang penegasan konversi Hak Gogolan tetap.

Sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Konversi Hak Milik Adat diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak Indonesia atas tanah.

Atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II ayat (1) dan Pasal VII ayat (1), ketentuan konversi dapat diminta dan dilakukan di Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya setempat (sekarang Badan Pertanahan Nasional Tingkat II).

Penegasan konversi hak-hak Indonesia diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970, tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.

Menurut ketentuan tersebut di atas yang dianggap sebagai tanda bukti hak, dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 ialah :

a. Di daerah-daerah dimana sebelum 24 September 1960 sudah dipungut pajak (hasil) bumi atau Vervonding Indonesia :

· Surat pajak hasil bumi atau Vervonding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960, jika antara tanggal 24 September 1960 dan mulai menyelenggarakannya pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 terjadi pemindahan hak, misalnya jual beli, hibah dan sebagainya, maka harus disertakan surat-surat asli pemindahan haknya dan disyahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

· Surat Keputusan pemberian hak oleh Instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya, bahwa kewajibannya yang tercantum dalam SK telah dipenuhi.

b. Di daerah-daerah dimana sampai tanggal 24 September 1960 belum dipungut pajak hasil bumi (Landrente) atau Vervonding Indonesia :

· Surat-surat asli jual beli, hibah, tukar menukar yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Adat yang bersangkutan sebelum diselenggarakan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997.

· Surat Keputusan pemberian hak oleh Instansi yang berwenang disertai tanda bukti memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam SK pemberian haknya.

3. Hak Milik atas tanah terjadi menurut Hukum Adat

Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA, terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, misalnya terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagain tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Agar pembukaan hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Disamping cara-cara tersebut, terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat di sementara daerah ialah dengan terjadinya tanah timbul atau Aanslibing yaitu pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut. Hal ini belum ada pengaturannya.

Terjadinya hak milik atas tanah menurut Pasal 22 UUPA seperti yang telah disebutkan di muka adalah perolehan hak milik secara originair. Disamping perolehan hak milik secara originair, hak milik dapat juga diperoleh secara derivative. Memperoleh hak milik atas tanah secara derivative adalah memperoleh tanah yang semula sudah berstatus hak, yang dalam hal ini adalah tanah hak milik.

Adapun cara-cara memperolehnya dapat melalui cara jual beli, tukar menukar, pemberian dengan wasiat atau warisan. Dengan terjadinya perbuatan / peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas, maka hak milik yang sudah ada beralih dari subyek yang satu kepada subyek yang lain.

Menurut Pasal 20 ayat (2) UUPA, Hak Milik dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya menurut Pasal 23 UUPA, peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya setempat (sekarang Badan Pertanahan Nasional). Pendaftaran tersebut merupakan syarat sahnya peralihan hak.

Dari uraian di atas mengenai terjadinya hak milik atas tanah, kalau kita lihat pada Pasal 22 UUPA, itu tidak ada masalah. Akan tetapi terjadinya hak milik tanah adat dayak benuaq di Kampung BentasKabupaten Kutai Barat, bukan merupakan hak milik seperti yang tersebut dalam Pasal 22 UUPA, melainkan hak milik tersebut tidak memenuhi prosedur hukum seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga selalu bermunculan masalah. Permasalahan tersebut sebagai akibat dari tidak didaftarkannya tanah tersebut ke Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional).

Sebagai contoh masalah di Kampung Bentas Kabupaten Kutai Barat akan penulis uraikan secara singkat, agar dapat dipahami secara jelas dari kasus ini sebagai berikut :

A adalah seorang petani suku Dayak Benuaq yang selalu hidupnya berpindah-pindah, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dan seterusnya. Menurut paham mereka walaupun tempat yang telah ditinggalkannya tetap menjadi miliknya, kemudian pada suatu saat A datang kembali ke tempat semula, ternyata di tempat tersebut telah ditempati oleh si B dengan dibuktikan surat segel dari kecamatan, disitulah terjadi masalah antara A dengan B. Sedangkan A tidak memiliki surat bukti apapun, hanya menurut paham mereka bahwa tempat tersebut tetap menjadi miliknya.

Menurut pendapat penulis kalau kita amati dari contoh masalah di atas, yang dilindungi oleh hukum adalah perolehan hak milik yang sesuai prosedur hukum, artinya bahwa hak milik perolehannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan harus mengindahkan unsur-unsur agama.
B. Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanak Adat Benuaq di kampung Bentas Kubar.  
Sebagaimana dijelaskan dalam UUPA pasal 19 tanah yang ada diseluruh Republik Indonesia harus diadakan pendaftaran demi jaminan  kepastian hukumnya dan untuk mempertahankannya apabila jika ada pihak lain menyatakan itu miliknya.

Tanah kepemilikan yang ada diKampung Bentas masih diragukan Kepemilikannya ditinjau dari UUPA pasal 19 dan pasal 23 tetapi tanah yang ada diKampung Bentassah menurut hukum adat setempat hasil rapat antara Kepala adat kepala desa dan masyrakat desa dasak.

Sebagaimana di Jelasakan dalam UUPA mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, antara lain sebagai berikut (UUPA Pasal 19 LN. Tahun 1960) :

1. Belum tersedianya hukum tanah tertulis yang lengkap dan jelas

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :

· tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten.

· penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperoleh hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.

Sebagian terbesar tanah yang dipunyai dengan hak-hak adat hukumnya tidak tertulis (surat yang bersifat otentik), hingga tidak mudah diketahui isinya, khususnya bagi orang-orang “luar” masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan hukum tanah administratif hampir semuanya merupakan hukum yang tertulis, tetapi jumlahnya amat banyak dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebar tidak terkodifikasi.

maka hukum tanah yang tersedia, baik hukum tanah perdata maupun hukum tanah administratif belum cukup memberikan jaminan kepastian hukum, terutama bagi rakyat pribumi.

2. Belum diselenggarakan pendaftaran tanah yang efektif

Di bidang-bidang hukum yang lain, tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap, jelas dan mudah diketahui ketentuan-ketentuannya serta yang dilaksanakan secara konsisten oleh para petugas pelaksana, pengadilan dan masyarakat sendiri, umumnya sudah cukup untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum di bidang yang bersangkutan. Misalnya di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara. Tetapi di bidang pertanahan dalam menghadapi kasus-kasus konkret, pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat diwujudkan hanya dengan tersedianya perangkat hukum yang memenuhi persyaratan yang dimaksudkan di muka.

Dalam hal orang memerlukan tanah, dari ketentuan hukumnya ia mengetahui cara bagaimana memperolehnya dan apa yang akan menjadi alat buktinya. Jika tanah yang bersangkutan berstatus Hak Milik, ia akan mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan digunakannya tanpa batas waktu. Jika memerlukan uang dari ketentuan hukum yang bersangkutan, ia mengetahui bahwa tanah miliknya itu akan dapat dijadikannya agunan dengan dibebani hak jaminan. Juga bahwa tanah itu pun dapat dijualnya kepada pihak lain. Apabila tanah itu adalah tanah pertanian, dari ketentuan peraturan yang mengatur landreform di Indonesia, ia akan mengetahui bahwa ia akan diwajibkan untuk bertempat tinggal di wilayah kecamatan, tempat letak tanah yang dibelinya. Ia juga akan mengetahui sanksi apa yang dihadapinya, kalau kewajiban tersebut dipenuhi.

Tetapi bagi seorang yang akan membeli tanah, pengetahuan mengenai hal-hal tersebut, bagaimana pun pentingnya belum cukup untuk sampai pada keputusan membeli tanah yang ditawarkan kepadanya. Ia ingin memperoleh kepastian lebih dulu, tanah yang akan dibelinya itu tanah dimana, dimana letaknya, bagaimana batas-batasnya, berapa luasnya, bangunan dan / atau tanaman apa yang ada di atasnya. Yang juga tidak kurang pentingnya adalah untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidaknya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan olehnya untuk mengamankan pembelian yang akan dilakukan dan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Keterangan yang dimaksudkan itu tidak mungkin diperoleh dari perangkat perundang-undangan yang tersedia. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan yang disebut pendaftaran tanah yang merupakan suatu legal cadastre. Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah tersebut :

1) mereka yang mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan dipunyainya. Kepada mereka masing-masing diberikan surat tanda bukti hak oleh Pemerintah;

2) mereka yang memerlukan keterangan yang dimaksudkan di atas, yaitu calon pembeli dan calon kreditur yang akan dengan mudah memperolehnya, karena keterangan-keterangan tersebut yang disimpan di Kantor Penyelenggara Pendaftaran Tanah, tersebut bagi umum. Dalam arti, umum boleh mengetahuinya dengan melihat sendiri daftar dokumen yang bersangkutan atau meminta keterangan tertulis mengenai data yang diperlukan dari kantor tersebut.

Di lingkungan masyarakat pedesaan dengan wilayah yang tidak luas dan dengan jumlah warga yang tidak besar, belum adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam kehidupan sehari-hari tidak terasa sebagai suatu kekurangan. Disebabkan karena dalam lingkungan yang terbatas luas wilayah dan jumlah penduduknya itu, di lingkungan masyrakat adat suku dayak benuaq dirasakan perlu adanya pendaftaran atas tanah sehingga apabila terjadi Jual-Beli atas tanah miliknya tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa tanah yang dijual belikan tersebut miliknya juga dan menjadi persoalan bagi hukum adat  pada kenyataannya orang saling mengetahui tanah yang dipunyai sesama warga, yang pada umumnya merupakan tanah hak milik adat.

Jual beli tanah dan pengambilan kredit pada bank dengan penunjukan tanah sebagai agunan, bukanlah kejadian sehari-hari yang jika dilakukan juga akan diketahui oleh semua warga, paling tidak oleh Kepala Desa. Orang “luar” pun yang memerlukan keterangan dengan mudah dapat memperolehnya dari Kepala Desa (dilihat dari UUPA).

Maka di lingkungan masyarakat adat suku dayak benuaq dirasakan perlu adanya pendaftaran atas tanah hal ini perlu adanya pengakuan dari pemerintah untuk bila terjadi Jual-Beli atas tanah untuk tidak ada diantara lain yang mengakui tanah tersebut.
BAB III P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Menurut UUPA Pasal 22, Hak Milik atas tanah dapat terjadi sebagai berikut :

a. Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan Pemerintah

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Milik oleh Pemerintah itu harus berstatus sebagai tanah yang dikuasainya langsung oleh Negara atau perubahan dari hak yang dipunyainya oleh pemohon seperti Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan yang dilepaskan haknya, sehingga berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Tanah-tanah Hak Milik yang berasal dari pemberian hak oleh Pemerintah harus didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya (Badan Pertanahan Nasional) setempat, untuk mendapatkan tanda bukti hak yang disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997.

b. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang

Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena penetapan atau ketentuan undang-undang. Dalam UUPA terdapat ketentuan-ketentuan yang menetapkan terjadinya Hak Milik atas tanah karena undang-undang, yaitu di dalam ketentuan-ketentuan Konversi.

c. Hak Milik atas tanah terjadi menurut Hukum Adat

Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA, terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, misalnya terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagain tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Agar pembukaan hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Disamping cara-cara tersebut, terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat di sementara daerah ialah dengan terjadinya tanah timbul atau Aanslibing yaitu pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut. Hal ini belum ada pengaturannya.

2. Mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan Tanah Adat Dayak Benuaq, antara lain sebagai berikut :

a. Belum tersedianya hukum tanah tertulis yang lengkap dan jelas

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :

· tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten.

· penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperoleh hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.

b. Belum diselenggarakan pendaftaran tanah yang efektif

Di bidang-bidang hukum yang lain, tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap, jelas dan mudah diketahui ketentuan-ketentuannya serta yang dilaksanakan secara konsisten oleh para petugas pelaksana, pengadilan dan masyarakat sendiri, umumnya sudah cukup untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum di bidang yang bersangkutan. Misalnya di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara.

B. Saran - saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah pada umumnya belum dipahami oleh segenap lapisan masyarakat dan untuk hal tersebut seyogyanya aparat yang berhubungan dengan pendaftaran tanah khususnya Badan Pertanahan Nasional agar mereka mengetahui pentingnya pendaftaran tanah sehingga mereka segera mendaftarkan tanahnya.

2. Mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, khususnya hukum tanah yang tersedia baik hukum tanah perdata maupun hukum tanah administratif belum cukup memberikan jaminan kepastian hukum, terutama bagi rakyat Indonesia. Sebagai penyebabnya adalah belum tersedianya hukum tanah yang tertulis yang lengkap dan jelas dan belum diselenggarakannya pendaftaran tanah yang efektif. Untuk itu penulis menyarankan dalam waktu yang sangat mendesak sekarang ini, harus segera dibuatkan oleh Pemerintah hukum tanah secara tertulis dan terkodifikasi, agar dapat menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia pada umumnya.
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